
=.

BUPATI KAMPAR
PROVINS] RLAL

PERATVURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG
PETUNJUS TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAYMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAMPAR,

hahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Peraturan

Menteri Dalam Megernt Nomor 114 Tahun 2914 tentang
Pedomen Pembanpunan Desa, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Petinjuk Teknis Pere nenceaan
Pembangunan Desa

|. Pasal 18 ayat (6) Undange-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undange-Undsng Nemer 12 Tahun 1955 tentang
PemBentukan Datrah Oteneom EKEabupaten dalam

bingkungan Deerah Proping: Sumatera Tengah (Léemberan

Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 15};

3. Undang-Undang Nomer 6& Tahun 2014 tentang Desa

{(Lembaran Negara Repubbk [ndonesia Tabun 2014 Momor

7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer

S495);
4. Undang-Undang ANomer 23 Tahun 2014 tentang

Pemernintaban Daerah ([Lembaren Negara Fepublik
Indonesia Tahun 7014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Momar 5587] sebagaimene
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Momor 9 Tehun 2015 tentang Perubehar
Kedua ates Undang- Undane WNomor 23 Tahun 2014

]



on

tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Wegara

Republik Indonesia Tahun 4015 Nomor 54, Tambahan

Lermobaran Negara Republik indonesia Nomor 5479);
Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2014 lentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-lindang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Llembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2074 MNoemor 1235, Tambahan Lembaran Negara

Repubik Indonesia Nomer 5534) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Feraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Tindang Nomor 6

Tehun 2014 tentang Desa, j(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41};
Peraniran Pemerintah Nomar 60 Tamin 2014

tentang Alokasi Deana Desa yang EGersumber dar
Anggaran Pendapetan dan Belanja Megara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

S556) acbawaimaria telah diubah beberapa kali terakhir

dengen Peraturan Pemerintah Nemor & Tahun 2016

tentang Perubahan Keduea Atas Peraturan Pemeriotah

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dena Desa yang
bersumber dari Anggeran Pendapatan dan Belanja
Desa [Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun
2016 Nomer 37);
Peraturan Pemenrntah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah [Lembaran Nepara Repubik Indonesia Tahun
2017 Nomer 73j;
Peraturan Fresiden Nomor 8&7 Tahun 2014 tentang
Petaturan Pelaksanaan Unedang-Undang Nomeor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Pereturan Perrundang-

undangan {Hertta Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Neameor 199):
Peratiiran Menten Dalam Negeri Nomor 114 Tahon 2014

tentang Pedomen Pembangunan Desa {Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

6,

T,

9.



Menetapkan

10. Peratuan Menterl Desa, Pembangunan OGaerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015

tentang Pedomean Tata Tertibn dan Mekanisme

Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara

Repubuk Indonesia Tahun 2015 Nomar 159};
11, Peraturan Menten Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Datrah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 44 Tahtin 2016

tentang Kewenangan Desa [Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016, Nemer 1037);

L3. Pereturan Menten Dalam Neeen Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa [Berita Negara

Republik Indoncsia Tahun 2015 Nomer 61 1):

14, Pératuran Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2017 tentang

Kewenangan Decea di Kabupaten Hampar (Reria Daerah

Kabupaten Kampar Tarun 2077 Nomar 20];
15. Perahuran Bupatt Kampar Nomor 55 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Dasa (Benta Darrah Kabupaten
Kampar Tahun 20148 Nomor 35};

MEMUTUSEKAN:

PERATURAN BUFATI ‘TENTANG PETUNJUK TEERNIS

PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

BAB I

KETENTUAN
Pasa} 1]

UMUM

Dalam Peratiran Bupan ou yarie dimaksud dengan :

j. Daerah adalah Kabupaten Kamopar.
2. Pemtéoniah Dacmh atelah Pemerintah Kabupaten

Katpear,
3. Pemtnniahan Daerah adaleh penyelengparaan wurusan

remicointahen oleh pemerintah daerah dan dewan

perwelolan rakyat daerah menyrut asas otenomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip otomomi seluas-

lugsnya dala bistem dan prinsip Negara

as



10.

Kesatuan Republik Indoncsia scbagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Pasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945,

Bupati adalah Bupat Kampar.
Desa adalah desa dan desa adat Yang disebut

dengan nama lain, selanjuimya discbut Desa, adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memilik: bataa wilayah
Wang bernvenang untuk mengatur dan mengurus urusan

Pemerintahan, Kepentingan omasyarakat setempat
berdasarkan prakarsa omeasyarakat, ak asal wsul,

danfataw hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemenntshan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dumlik Desa

meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-Lsitl,
kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang

ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerinteah Daerah Previnsi,
atau «= Pemerintak Daerah Kaebupaten/Kota serta

kewenangan lain yang ditugaskan cleh Pemerintah,
FPemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota sesusi dengen ketentuan peraturan
peruodang-urndangan.
Femerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut

dengan nana tain dibartu perangkat Desa sebagai unsur

mnyelenepara Pemeénntahan Desa.

FPemerintahan Lesa adalah penyeclengyarean wosan

pemeriniahnan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem permtrintahan Negara Kesatuan Repubhk
Indonesia.

Badan Pemmusyawaratan Desa atau yang disebut dengan
Tama lain adalak: lembage yang omiclaksanakan fungsi

pemetiitahan yang énegétanya merupakan wakul dan

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan

ditetapkan secara demokratis.

Lembaga Kemasyarakatan Desqg atau yang disebut

dengan mama Jain adalah Jembaga yang dibentuk oleh

mesyarakat ecsuai dengan kebutuhan dan merupakan
mitra pemenntah desea dalam memberdayakan
Thasyarakat.
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11.

12.

13.

14.

15.

14.

17.

18,

Peraturan Desa adalah peraturan perindeang-undangan

yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibshas dan

digepakatt bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan

tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan,

dengan memperhutungkan suraber daya yang tersedia.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah svatu proses

penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan

berbagai uwisur pemangio kepentingan dl dalamnya, guna

pemanfaatan dan pengelokasian sumber daya yang ada,

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam

suatu lingkungao wilayah/daerah dalam jangka waktu

tertent,
Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan Inualitas

hidup dan kehidupan untuk sebesar-besamya

kesejahteraan masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan dese adalah proses tahapan

kegiatan yang diselenggarakan olch pemerintiah Desa

dengan melihatkan Badan Pennusyawaretan Desa dan

unsur masyearakat secara partisipat! guna ptrmaniastan
dan pengdlokasiat slumber daya desa dalam rangka

TIENCapal pembangunan desa.

Sistem Perencanaan Pembangunan OGesa adalah satu
kesatlian tati cara perencanaan pembangunan untuk

menghasilkan rencans-rentana penbangunan dalam

jangka menengah dan tahuoan yang dilaksanakan oleh

unsur penyelenggara pemerintah dessa, BPD, dan

masyarakat desa.

Musyaworah Desa vane disebul dengan nama fain

adalah musyawarah antara Badan Pecousyawarntan
Desa, Pemerintah Desa, dan unsur Masyarakat yang
diselengearakan oleh Badan Permusyawaratan Desa
untuk menyepakai hal yang bersifat strategis.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Deaa, atau yang
disebut nama lain adalah musyawerah antera Badan

Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan wnayr

masyarekat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa
untuk menetapkan pricritas, program, kegiatan, dan
Kebutuhan Pembangiunan Desa yang didanal aleh

buyer

5
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aut,

21.

22.

2a.

a4,

25.

26.

ai.

2d.

Angparan Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya

inaevyarakeat Desa, dan/atau Anpggeran Pendapatan
dan Beélanja Daerah.
Fencana Pembengunan Jangka Menengsh Daerah

yang stlanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumecn

perencansan péerangkat daerah untuk periode 5 (lima)

tahun.

Rencana Pembangunan Jangkta Menengah Desa,

selanjutmya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana

Kegiatan Pembangunan Deaa untuk jangka wektu 6

jenam) tahun.

Rencana Kerja Pembeangunan Darah, yang selanjutnya

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan dacrah

untuk perimde J (satu) tahun.

Reneana Kerja Pemeriniah Desa, selanjumya disingkat
RKP Desa, edalah penjabaran dan’ RPJM Desa untuk

jangka wakou | {satu} tahun.

Daftar Usulan RKP Desa adalah peojaboran RPJM Desa

yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu

1 {satuj tahun yang akan diusulkan Pemerimtah Dese

kepada Pemerinctah Daerah rmctlalui mekanisme

perencanaan pembangunan Daerah.

Anpgaran Pendapatan dan Helanja Desa, selanjutnys

disingkat APB Desa, adalah concana keyangan tahunan

Pemerintahan Desa.
Dana Desa adalah dana yang bersumber dani anggaran

pendapatan dan belanja nepeara yang diperunnikkan
bawi Desa yang ditransfer melahu anggaran pendapatan
dan belanja daerah dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan

pembangunan Desa, pembinaan kemasyaraitatan Desa,

dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Visi adalah rmumusan wmum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periede perencanaan.
Misi adalah rumusan umum mengenat upaya-upaya
yang aka dilaksanrakan untuk mewujudkan visL

Stratec? adalah langkah-langkah erisikan program-

program indikatif untuk mewujudkan visi dan otisi,

6



29,

30.

al,

42,

3.

a4.

33.

Kebijjakan adalah arah tindekan yang diembil oich

Pemenntah Dese untuk mencapai tujuan.
Propram adalah instrumen kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatan yang dilaksanekan oleh pemerntab
desaflembaga desa untuk mencapal sasaran dan hujuan
atta omi¢mpercich alokas! angearan atau kegiatan
mayarakat yanr dikoordinasikan oleh pemenntah desa.

Parlisipatif adalah suatu proses dimana berbagsi pelaku
Ptmbangunan di desa dapat mempengaruhi gerta

membagi wewenang dalam menentukan inisiatl-inisiatif
pembangunan, keputusan serta pengalalasiikean berbagai
eumber daya yang herpengaruh terhadap masyuarakat
desa.

Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem

pengeigplaan pembangunan di desa dan kawasan

perdesaat vane dikoordinasikan olch kepala Gesa dengan
menpedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan

kegotongreyongan guna mcwujudkan pengarmsutamaan
perdamaian dan keadilan sosial.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya

mengembangkan kemandinan dan kesejahteraen
masyarmiket dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kegadaran, serte
memanfastkan sumber daya melalui peneteapan kebijakan,
Program, kKegigtan, den pendampingan yang secuai

dengan esensi masalah dan ptiofltas kebutuhan

masyarakat Desa.

Pengkajian Keadaan Desa adalah prosea pengpalian
dan peopumpulandatya mengenai keadaan obyeiktif

masyarakar, masalah, potensi dan berbagai informasi
terkait yang mengpambarkan secara jelas dan lengkap
xondisi serta cdinamika maayarakat Desa.
Data Desa adaigh gambaran menyeluruh mengenai
potensi yang tielipuiti Sumber Daya Alam, Sumber Daya
Manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana
fisik dan sosial, kearifan lokal, imu pengetshuan dan

teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.



34,

a7,

38.

{i}

Pemangku kepentingan adalah pthak-pihak yang langsung
atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak
dari perencanaen den pelaksanaan pembangunan daerah.

Pagu Indiketif Wilayvah Kecamstan yang selanjuirya
disingkat PIWK adalah sejumleh patokan batas

Inaksimal anpearan yang dibertkan berdasarkan wilayah
kecamatan dan dilaksanaken oleh SEPD yang penentuan
alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme pariisipatt
melalai Musrenbang Kecamatan dengan berdesarkan
kebutuhan dan pripritas program.
Alokasi Dana Desa, gelanjumya digingkat ADD, adalah

dana perumbangan yang diterime kabupaten/keta dalam

AngparanPendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota
setelah ditturane: Dana Alokasi Khusus.

Pagal 2

Perencanaan Pembangunan Deaa yang diatu dalam
Peratiran Bupet iu ciselenggsrakan berdasarkan asas

Unum Penyelenzegaraan Pemenntahean Desa meckputi :

a. abae Kepastan Hukum yaihi asas yang
mcngutamakan landasan peraturan§ perundang-

undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap
kebiyjakan penyelengeara pemerintahaanDesa,

Db. agas Tertih Penyelengparaan yattu aseas yang menjacti
landasan keteratyuran, keserasian, dan keseimbangan
dalam pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan
Desa:

c kepentingan yaitu ssag yang
mendahulukan kesejahieraan umum dengan cara

yang aepiratif, akomodaul, dan selektil:
Gd, asas keterbukaan yaitu asaa yang membuka din

techadap hak masyarakat untuk memperoleh
infarmasi yang benar, jujur, dan tidak diskrimmatif

tentang penyelenggaraan negara dengan tetap
mempethatikan perlindungan atas hak asesi pribadi,
golongan, dan rahasia negara;



asas Proporsionalitas yaitut asas yang mengutamakarn

keseimbangan antara hak dan kewajiban
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
asas Profesionalitas yainl asas yang mengutamakan
ktahlianyang berlandaskan kode etik dan ketentuan

Peraturan perundang- undangan; dan
asas Aluinitabilitga yaitu agas yang menentukan
hahwa setiap kepiatan dan hasil akhir dari kegistan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat
dipcrtengeungjiawabkan kepada masyarakat sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

f.

&

{2} Perencaungan Permbangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada sayat (i) disusun secara sistematis,
partisipatif, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap
terhadap perubahan berdaserkan prinsip-prinsip +

@. kebersamaan yaity perencanaan pembangunan

di.

despa dilaksamakan secara bersama-sama antara
Pemerintahan Bess, Dunia Usahe, dan Lembaga
kemasyarakaten:

Tm sawareh mufakat yaitu perthcanaan
pembengunan desa dilakukan dengan musyawarah
dalam mencari jalen terbaik dalam proses
Péngembilan keputusan yane didasarkan ‘pada
pertimbangan kemendeaakan kebutuhan, asas
Meniaat dan kemampuan masyarakat sendin dalam
pengclalaan pekerjaan serte Pelestanannya sehingga
musyawarah menjadi dialogis, egaliter, dan tanpe
tekanan:
desentrajisasi yaitu penyerahan wewenane dalam
PLTencanaan pembangunan desa melatyi Musrenbang
desa untuk secara mandiri dalam PIOses ptengambilan
keputusan secara mandini dan bebas dari telanan
Sia paplin;
berkelanjutan yathi perencanaan pembangunan
des2 menderong tumbuhnya resa memiliki achingra
lahir tang jawab LNW menjaze,
mendayagunakan, mempertahankan, dan
mengetibangkan kelargsungan sistem Pperencanaan
pembangunan yang pertisipatif, integrauf, dan yang

Bb

c.

ip

bl



a,

ststial dena sistem pembangunan reguler

(daerah}:

berwawasan lingkungan yaitu PETencanaan

pembangunan dese memperhatikan aspek kelestarian

Tungsi lingkungan hidup agar ittap lesan dan

bermanlaatbagi masyarakat;
elcktf dan chsien yaitu perencanaan pembangunan
deaa dalam proses Musicnbang Dreaa dan hasil-headl

keputusannya dilaksanakan secara [erbuka dan

membuehkan hasil sesuaj kebutuhan warga
masgyarakeat dan dengan mengeunakan suotber-

aumber daya yang ada seoptimal mungkin sehingps
terjadi optimalisasi fungsi pelayanan publik kepada

masyarakat termasuk yang berkaitan dengan akses

Piendanaan wsulan penganggaran APBD untuk

kewmatan pembanglinan masyarakat;
kestiaraan dan keadilan gender yaitu perencanaan

pembangunan desa menjaga kesetaraan dan

keadilan gender baik laki-laki dan perempuan

khususnya masyarakat nmosikin dalam setiep proses

penpambilan keputusan behkan prinsip ini

memberikan cuang yang Icbih atau berimbang hag
peserta yang drags kureang mampu untuk

menyampaikan pendapainya karena sebagian

pendapatnya lebih penting dan mendasar;

pemberdayaan yaitu perencanaan pembangunan
desa harus mendorong penguatan dan peningkatker
Lapasites masyarakat, baik secara individu tmaupun

kelompok, dalam memecahkan berbaga persoalan
melalui Musrenbang desa;

holistic yaltu perencanmaan pembangunan dessa

mélalui kegiatan Musrenbang artinya apa yare
tenjedi pembahasan dan keputusan adalah yang
terbaik bagi pembangunan masyarakat khusuenya
mnasvaraket miskin/tersisthkan dan derm kemajyuan

pembangunan di tingket desea, kecarnatan, dan

kabupaten;
komitnien dan kensisten yaitu hasil-hasil keputuean
Musrenbang desa secera partisipadf tidak akan

12
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terjadi pengingkaran komitmen yang telah dilakukan
secara pertisipatif! bahkan menjaga mandat keputusan
musyawarah menjadi bagian yang terpenting,
kearifan Jokal yaitu tatanan yang bermuara pada
nilai-nitai budaya inkal yang tercermin dalam kegietan
musyawarah/mulakat yang dilakeanakan oleh mitatu

kormlunitas tertentu sesuai dengan kebiasaannnya
dalam irangka menentukan suatu oo keeiatan
pembanfunan yang akan dilaksenakarn;
kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan

kemajuan desa yaiti perencanaan pembangunan
desea dapat imeningkatkan pertuinbuhan dan

perkembangan desa demikia pertumbahan
dan perkembangan tererbut dilakaanakan secara adil
dan merata sthingga tidak terjadi ketimpangan antar

‘A

cdesa.

Pasal3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman

pttencanaean Pembangunan Desa oleh Pemerinian Desa di

Daerch.

Pasal4

Rusnug Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Perencaneaan Pembangunan Desa,
b. Penyusunan RPJM Desa;

Penyustnan RKP Desa, dan

d. Pemantavan dan Pengawesan Perencanaan Pembangiunan

Deva,

C.

BAB IJ

PERENCANAAN PFEMBARCGUNAN DESA
Pasal 5

{1} Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan
Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu

pada Perencanaan Permbangunan Dacreh.

bl



(2) Pembanguian Desa sebagoimana dimaksud pada ayat

(1) oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan selurih

Masyarakat Desa dengan semangat gotong reyerng.

(3) Masyarakat Besa berhak omeélakukan pemantauan
terhadap peleksanaan Pembengunan Desa.

(4) Dalam rangka perencanaan dan pelakeanaan
Pembangunan Desa scbagaimana dimeksud pada ayat (1)

dan ayat (2), Pemeriniah Desa didampingi oleh Pemerintah

Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat
Dacrah tericait.

(5) Dalam rangka mengkoordinasikar; Pembangunean Desa

sthagdumane dimakaud pads ayat (2), Kepala Desa dapat
didampingi oleh tenage pendamping profesignal, Kader

Pemberdayaan Masyarakat Desa, dari/atau Pibak Ketiga.

(6) Camat wajit melakukan koordinasi pendanpiagan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diwilayahnya.

Pasal6

Perencaneen Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasa) 5, mencakuop hbidang penyelengearaan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Ocsa,

pembingan kernasyeardkatan Desa, pemberdayaan masyarakat
Desa dan penanggulengan bencana, keadaan derurat dan

mendesak Desa.

Pasal 7

(1) Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara

berjangka meliputi :

a, RPIM Desa untuk jangka waktu6 (enam) tahun: dan

b. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(2) RRIM Desa dan REP Desa secbageimana dimaksud

pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Dees.

Pasal6

{l} Dalam rengka FPerencanaan Pembangunean Desa,
Pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliput :

la



ve)

iS

{4}

(2}

(3)

a. penyusiinan RPJM Desa; dan

bh. penyusunan RKP Deaa.

KPJM Oesa sebagaimans dimaksud pade ayat [1)

huruf a, ditetapkan paling lama 3 (tga} bulan terhitung

seyak pelantikan Kepala Desa
REP Dicsa stbhacaimana dimaked pada ayat (1) buruf

b, mulai disusun oleh Pemetriniah Desa pada bulan Juli
tahun berjalan.

BAB I
PENYUSUNAN RPIM DESA

Bagian Kesab
Mekanisme Penyusunan

Pazal 9

Rancangan RPJM Desa memuat visi dan mist Kepala
Desa, arah kebijakan Pembangunan Desa, serta rencana

kegiatan yang mreliput bidariy:
4 penyelenggaraan Pemernritehan Desa;
Bb. pelaksanaan Pembangunan Desa;
c, pembinaan kemasyarakatan Desa;

d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan

e. penangeulangean bencana, ‘keadaan darurat dan

mendesak Desa.

Bidang penyelenggaraan Pemerintahan desa

schagnimana dimaksud pada ayat {1j) huruf a dibagi
dalam sub bidang :

& penyelenggaraan belanja penghasilan tctap, tanjangan
dan operasional pemerintahan Desa,

b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa:

c. administrasi kependudwkan, pencatatan sipil,

statistik, dan kearsipan;
d. tata praja pemerintahan, petencanaan, keuangan, dan

pelaporan; dan

é, pertanahan,

Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa scbagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibagi dalarn stb

bidang:

is



(4)

=)

(8)

(7)

pendidikan:
kestietan;
pekerjasn umurm dan penataan ruang;
kawasan permukiman;
kebutenan dan lingkungan hidup;

perhubungao, komunikasi dan informatika;

o

cnerg dan sumber daya mineral, dan&
h, pariwisata
Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) hurofc, dibagi dalam sub bidang :

a. ketentraman,
b, ketertiban, dan pelindungan mazyarakat;
c. kebudayaan dan kegaroaan;
d. kepenudaandan olah rage, dan

e. kelembagaan masyarakat

Bidang pemberdayaan mesyatakal Desa SC DAG ETL PLA

dimaksud pada eyat (1) turuf d, dibagi dalam

sib bidang:
a. pecikanan;
b. pertanian dan peternakan;
tc peningkaten kepasitas aparatur Desa;

d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan

keluerge:
s, koperasi, Usaha mikro keeil dan menengah;

f dukungan penanaman modal, dan

g. perdagangan dan perindustrian.

Bidang pernanggulangen bencana, keedaan danitat dan

mendesak Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {1}

huruf ¢, dibagi dalam sub bidang:
& ptnangguiangan bencana;

b. keadaan darurat, dan

c. keadaan mencdesak.

Sub bidang sebagaimana dimalteud ayat (2 } sampal

dengan ayat (6} dibagi dalam kegiatan-kegiatar.

al16

Pasal 10

jl) Kepaia Desa menyelenggareakan penyusuran RPIM

Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.

Ld



(2) Penyusunan RPJM Dees sebagaimana =o
dimaksud

pada ayat {1}, dilaksanakan dengan

menpertimbangkan kondist objekti Desa dan

Brioritas program dan kegiatan Daerah.

(3) Penyusunan REM Desa sehagaimane dimakaud pada

ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi -

a. Ppombentukan ton penyusun RRIM Desa;
bh. penyelarasan arah Kebijakan Perencanaan

Pemtangunan Daerah,
c. pengkajian keadaan Desa,
d. penyustnan reneana pembangunan Desa rmelalui

hiusctes:

penyusunen rancangan KPJM Desa;
f, penyusunan rencana petnbangunan Desa melalui

Musrenbane Desa, dan

gE pooctapan RPJM Desa,

Bagian Kedua

Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Pasal 11

(1) Kepala Desa membentuk Tim penyusun RPIM Desa.

{2} Tim sebaganmana dimaksud pada ayat {1}, terdin dan:

a, Kepala Desa selaku Pembina,

b, Sekretaris Desa sclaku Ketua;

c. Ketua lembaga pemberdayasrl masyarakat selaiu

Sckretaris, dan

d. Anggcta yang nerasal dari perangkat Desa,

lembaga pemberdayaan masyarakat, Kader

Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan wnsur

masyarakat lainnya.

(3) Jurnlah tra sebagaimana dimakeud pada

{tajuh} orang dan paling banyak 11 {senele }

eyat (1h paling

gedikit 7

orang. |

(4) Tim penyusun gehbapalmeana
dimaksud pada ayat (1)

mengikutseriakan Leterwakilan perempualt.

(5) Tim penyusin yebagaimana dimaksud pada aya

ditetapkan drcngan Keputusan Kepala Desa.

{11
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Pasal 12

Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai
berikut:
a.

b

c.

d

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Daerah;

pengkajian keadaan Desa;

penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

Bagian Ketiga
Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Pasal 13

Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah

kebijakan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf a.

Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilakukan untuk mengintegrasikan
program dan kegiatan Pembangunan Daerah dengan
Pembangunan Desa.

Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilakukan dengan mengikuti sosialisasi
dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan
pembangunan Daerah.
Informasi arah_ kebijakan pembangunan Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-
kurangnya meliputi :

a. RPJMD;
b. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah
c. Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah;
d. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
e. Rencana Strategis Perangkat Daerah;

Pasal 14

Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf a, dilakukan dengan cara mendata dan
memilah rencana program dan kegiatan pembangunan
Daerah yang akan masuk ke Desa.
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(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang

penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan
Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan

masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan

darurat dan mendesak Desa.

Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format

data rencana program dan kegiatan pembangunan yang
akan masuk ke Desa.

Data rencana program dan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), menjadi lJampiran hasil

pengkajian keadaan Desa.

Bagian Keempat

Pengkajian Keadaan Desa
Pasal 15

Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian
keadaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

huruf b.

Pengkajian Keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dilakukan dalam rangka mempertimbangkan
kondisi objektif Desa.

Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut:
a. penyelarasan data Desa;
b. penggalian gagasan masyarakat; dan
c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

Laporan hasil pengkajian keadaan desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf c, menjadi bahan

masukan dalam Musdes dalam rangka penyusunan
perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 16

Penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui kegiatan:

1?



(2)

i3}

{3}

{3}

(1)

(2)

i]

(1

{2}

a. pengambilan data dan dekumen data Desa;

b. pembandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini.

Data Desa gebagaimana dimaksud pada ayat [1)},

meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia,
sumber daya pembangunan, dan sumber daya sostal

budays yang ada di Desa.

Hast! penyelarasan data Desa scbagarnana dimaksud

pada ayat [1j, dituangkan dalam format data Desa,

Format data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

menjadi lampiran taporan basil pengkajian keadaan Desa.

Haal pecyélarasan data Desa sehagaimana dimaksud

pada ayat [1], menjadi bahan masukan dalam
Musdes dalam rangka pernyusunan perenceanaan

pembangunan Cross.

Fasal 17

Pengpaltian papasan Dasyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (3) burof b, dilakukan untuk
menemukenal potensi dan peluang pendayagzunaan
sumiber daya Desa, dan masaleh yang dihadapi Desa.

Hasil penggalian gagasen sebagaimana dimaksud pada

eyat (ij, menjadi dasar bagi masyarakat dalam

merumuskan usulan rencana keplaten.
Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada

avat (2). mehpub penyclenggaraan =| pemocrintahag Desa,

ptmtancinan Desa, pembingaen kemasyarakatan Desa,
pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan
bencaia, keadaan darnirat dan mendesak Drea.

Pasal16

Pengealian pagasan sebapaimana dimaksud dalam Pasal

15 ayat (3) dilakukan secara partisipanf dengan
titlibatkan schurmuh unsur masyarakat Desa sebagai
eusober data dan informasi.

Pelibatan masvarakat Desa sebaceumanea dimaksud pada

ayeat (1), dapat dilakuken melakii musyawarah duseun

dan/stay musgyawarah khueus uneur masyarakat.



(3

4)

11)

{2}

{3}

(4)

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat [2j,

antara lain:
a. tokoh adat.
b. tokeh ages;
c. tokoh maesyarakat

d. tokoh pendidikan
e. kelompok tani
f. kelompok nelayan,;

gz. kelotmpok perajin;
h. kelompok perempuar,
1. kelomnpek pemerhati dan pelindungan anak;

j. kelompok masyarakat miskinjdan
k. kelompok-kelompok masyarakat fain sesusi dengan

leondisi sostal budaya masyarakat Desa.
Tim penyuisun RPJM Desa melakukan pendampingan

techadap musyawearah dusun dan/atau musyawerah
khusus linsur masyerakal s¢bagainana dimaleaud pada

ayat (2).

Pasal 19

Pengralian pagasan stbagaimana dimaksud dalam Pasal
15 ayat (3), dilakwkan dengan cara diskusi kelempok
secara terarah.

Diskusi kelompok sebageimana dimaksud peda syai
{1}, mengpunakan sketaa Desa, kalender musim dan

bagan kelembagasn Desa sehegai alat kerja untuk

menpeali gagesan masyarakat,
Tim penyusun RPJM Desa dapat menambehkan alat kerja
sebagaimana dimaksud peda ayat (2), dalam tangka
meningkatken kualitas hasil penggalian gagesarn.
Balam hal terjad: hambstan dan kesulitan dalam

penerapan alat kerja sebageimarna dimaksud pada ayat
(2). Tim penyusun RPJM Desa dapat mengeunakan slat

kerja lainnya yang sesusl dengan kondisi dan

kemampuan masyarakat Desa,

he



FPasal 20

(i) Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan

Toncana kematan Pembangunan Desa berdasarkan
usulan rencane kematan ecbagrumana dimaksud dalam

Pasal 149.

(2) Hasii rekapitulasi ecbagaimane dimaksud pada ayet {1},

dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
(3) Rekapinilasi ugulam rencana kepiatan scbagaimansz

dimeksud pada ayat (2), menjadi lampiran fancran hasil

penekajan keadaan Desa.

Pasal 21

(1) Tim penyusun RRIM Desa menyusun laporan hast

Pongkajian keadaan Desa.

(2) Laporan sc¢bag@imana dimakeuid pada ayat [1)

dituangkan dalam Berita Acara.

(3) Berita Acara echagaimana dimaksud pada ayat (2h,

dilampi dokumen:
a. data Desa yang sudah disclaraskan;
b. data rencana program Pembangunan Daerah yang

akan masuk ke Desa,
©, data propram pembanpunan kawasan

perdesaan, dan

d, rekapitulasi usulan rencana kewiatan pembangunan
Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

II

Pasal 22

{1} Tim penyusun RPIM Desa melaporkan kepada
Kepala Desa hasil pengiajian keadaan Desa,

(2) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada BPD setelah
menenma laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (ih,
dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa

melalui Miulsdes.

ao



Bagian Kelima

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa

mehiui Musyawarah Desa

Pasal 23

(1} BPD menyelenggarakan Musdes berdasarkan laporean

hasil pen¢kajian keadean desa.

(2) Musdes oosebygairians dimaksucd pada ayat {1},

dilaksanakan terhitune sejak ditenmanya laporan dart

Eepala Desa.

Pasal24+

(1) Musdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23,
Mmembahas dan menyepakati sebagai benkut:
a. laporan hasil pengkapan keadaan Desa;
b. tumusgan arah kebijakan pembangunan Desa yang

diyatarkan dari visi dan miai Kepala Desa; dan
renceana prioritas kegiatan penyelengparaan

pemerintahan Desa, pemtbangunan Besa,

pembinaan kemasyaraketan Desa, pemberdayaan

masyarakeat Desa dan penanggulangean bencana,
keadean darurat dan metdesak Desa.

(2) Pembahasen rencana prioritas kegiatan sebageimana
dimaksud pada ayat (1) huraf ¢, dilakukan dengan
digkusi Kelornpok seceara teracah yang dibagi berdasarkan

bidang pooyclenggarman Pemcnontahnan Desa,

Pembangunan Desa, peminunasn kemasyarakatan Desa,

Pemberdayaan masyarakat Desa dan penangeulangan
bencana, keateen darurat dan mendesak Desa,

{2} Diskusi keloripok setara trrarkh schagaimana dunakatd

Pada ayat (2), nembahes sacbagai benkut -

A.

B.
laporan hasil penpkajian keadean Desa;

pricritas rencana kepiatan Desa dalam jangka wakiu 6

jenam) tahun;
sumiber pemiitaysan rencana kegiatan pembangunan
Desa; dan
rencana pelekeanaon kegiatan Desa yang akan
diakseanakan oleh Perangksat Desa, unsur masyarakat

c.

d.

ae



EE)

a)

Ch)

iS)

+I

[>

{3}

Bese, kerjasama antar Desa, dan/atau kenasama
Desa dengan pihak Ketiga.

Pasal 25

Hasil kesepakatan dalam Musdes sebagaimana dimakesud

dalam Pasel 24, dituangkan dalam Berita Acara.

Hasil kesepakatan sehagaimana dimeksud pada ayat [1I,

menjadi pedoman bagi Pemenntah Dese dalam menyusun
RPIM Desa.

Barian Keenam

Penyusunan Rancangan RPJM Desa
Pasal 26

Tim penyusun RPIM Desa menyusun rancangan RPJIM

Desa Thm penyusun RBJIM Desa menyusun rancangan
RPJM Desa berdasarkan Berta Acara sebegaimana
dimakesud dalam Pasel 25.

Rancangen RRIM Desa sebagaimanea dimakstud pada syat
(1), dituangkan dalam format dokwumen rancangan RPIM
Dean.

Tim penyusun RPJM Desa membuat Bente Acara

tentang hasil penyusunan rancangen RPJM Desa yang
dilampiri dokumen rancangan RPOM Desa sebagainana
dimaksud pada ayat [2}.
Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat |S),

disampaikan oleh Tim penyusun ERPJIM Desa kepada
Repala Desa.

Mistimatixa dokymen rancangan RPJIM Desa sebagaimana
dimaksud ayat (2) sehagaimana tercantum pads lampiran

yang merupekan hagian tak tempisahkan dari peraturan
bupati ini,

Pasal 27

Kepala Desa memtoiksa dokumen rancangan RPJM
Desa yang télah dieusun Web Tim Penyusun RPIM Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26,

a



(2)

(3)

{3}

(2)

(3)

ad

Tim penyusuo RPJM Desa melakuken perbailan
berdasarkan arahan Kepala Desa daleam hal Kepala Desa

belum menyetiyui ratcangan RPIM Desa sebapaimana
dimaksud pada ayat {1}.
Dalam hal rancangan FPJUM Desa telah disetgjui clech

Kepala Desa, dilaksanakan Musrenbang Desa.

Fagian Ketujuh
Penyusunan Reticana Perbangunan Desa Melalui

Musyawarah Perencanaan Pembangunean Desa

Pasal 28

Kepala Cesa menyelengparakan Musrenbang Desa yatiz
diadakan untuk membahas dan menyepakati tancangan
RPM Desa.

Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
fl), diikuti oleh Pemeriniah Dess, BPD dan

masyarakat.
Ungur masyarakat sebagsimana dimaksud pada ayat (2),

terdiri atas:
tokoh adat;

tokoh agama;
takeh masyarekat;
tokoh pendidikan:
perwakilan Kelompok tani
Peowakilan kelompok nelayan;
Perwakian kelompok perajin;

re
m
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poerwakian kelompok perempuao;

Perwakian kclompok pemerhat dan pelindungan
anak; dan

j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
Selain ounsur masyarakat sebagaimana dimakepd

nada ayat {3), Musrenbang Desa dapat melibatkan
unsur masyarakat iain sesuai dengan kondisi sosial

budaya masyarakat.

i.

oO

aa



1}

[24

th

(3

(3)

(4)

(1)

(2]

Pasal 29

Mustenbaneg Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

28, membanhas dan menyepakati rancangan RPIM Desa,

Hasii kestpakatan Musrenbang Desa scbagaimana
dimaksud pada eyat (1), dituangkan dalam Perite Acara.

Bagian Kedelapan

Penetapan dan Perubshan RPIM Besa
Pasal 30

Kepala Desg mengarahkan Tim penyustui RPJM
Desa meélakukan perborkan dokumen rancangan RPM
Desa berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbang Desa

athagaimana dimalsud dalam Pasal 29.

Rancangan RPJM Desa sehegaimana dimakeud pada
aval [1}, menjadi lampiran Rancangan Peraturan Desa

tentang RPJM Desa.

Kepela Desa menyusin Rantangan Perabiran Desa

tentang RPJIM Desa sthagaimana dimaksud pada syat (2).
Rancaupan Peratuiran Desa tentang RPIM Desa

sebagumena dimakaud pada ayat (3), dibahas dan

disepakan bersama clen Kepala Deaa dan BPO tuntuk

ditetapkan menjadi Peraturan Desa tenteng RPJM Desa.

Pasal 31

Kepala Desa dapat menpubsh RPIM Desa dalam hal :

a. temjeadi peristiwa khugus, seperti bencana alam,
visits politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan
so8ial yang berkepanjangan; atau

b. terdapat perubsahan mendasar atas kebijakan
Pemeriniah, pemerintah dserah provinsi, dan/atand
Pemeriniah Daerah Kakupaten.,

Perubahan RPJM Desa sebagaimane dimaksud pada ayat
{i}, dibahas dan disepaikati dalam Musrenbang Desa dan

selanjuinya ditetapkan dengan Peraturan Desa,



BAB [¥

PENYUSUNAN REP DESA
RBagian Kepaty

Meckarusmec Penyusunan RKP Desa

Pasel 32

(i) Pemerintah Desa menyusun REP Besa sebagai
penjabaran RPJM Desa.

(2) REP Desa disusun oich Pemerintah Desa sesuai dengan
informast dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan
pagu indikatif Desa dan rthcana kegiatan Pemerintah,
Pemenmntah Dacrah Provingi, dan Pemerintah Daerah.

(3) RKP Desa tahun berikutnya mulai disusun oleh
Pemetintah Desa pada bulan Juli dan ditetapkan
dengen Feraturan Desa paling tambat akhir bulan

September tahun berjalan.
(4) REP Desa menjadi dasar penctapan APB Desa

Paral 33

(1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan
mengikutsertakan masyaraikat Desa.

(2) Penyusunan REF Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
{1}, dilakuban dengan kegiatan yang meliputi :

a. PSNyUsunan perencanann Pembangunan Desa meialui
hiusdes;

b, pembentukan tim penyusun REP Desa:
c pencetrniatean pagu indikat! Desa dan penyclarasan

program/kegiatan masuk ke Desa:
Pencenmatan Wang dokumen RPIM Desa;
Penlyusunan rancangan REP Desa:
penyusunan RAP Desa melaluj Musrcnbang Desa;
penctapan RKP Desa:
perubshen RKP Desa; dan

Pengajuan daftar uswlan RKP Desa,

Tr
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Bagian Kedua

Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Pusal 34

(1) Kepala Desa membentukTim penyusun RKP Desa.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdari dari:

a. kepala Desa selaku Pembina:
b. sekretans Desa selaku Ketue:
c. keiua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagat

Sekretans; dan
d. snggota yang meliputl : Perangkat Desa, Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat, Kacer Pembtrdayaan

Masyarakat Desa, dan masyarakat.
{3} Jumilah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling

sedikat 7 ftujuh) dan paling banyak 11 (sebelas| orane-

(4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud peda ayat {1},

menpikuisertakan keterwakilan perempuan.

{5} Pembentukat tim penyusun RKP Desa dilaksanakan

paling lambat bulan Jini tahun berjelan.

{4} Tim penyusun REP Desa ditetapkan dengan Keputusan
Kepaia Desa.

Pasal 35

Tim penyusun FKP Desa melakeanakan kKegiatan sebagai
berikit :

a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan

program /kepiatan masuk ke Oesa;
Db. pooccnmatan wang dokumen RPIM Desa;
Ct, rancangpan RKP Desa; dan

d. penyusunan rancenpan daftar taulan RAP Drea.

ry

Bagian Ketiga
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

Melahii Musdes

Pasal 36

(11) BPD menyelenggarakan Muades dalam rangita
ponyusunan rencana Pembangunan Desa.

au



(2) Hasil Musdes sebagaimang dimaksud pada ayat {1},

menad pedoman bast Pemenntah Desa menyusun

rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa.

3) BPD menyelenggarakan Musdes sebagaimana dimaksud

ayat (1), paling lambal butan Juni tahun berjalarr.

Pagal 37

lij Musdes sebagaimana dimakzud dalam FPasal 35,
inélaksanakan kepiatan sebagai berkut:
a. Mencermati ulang dokumen KEIM Desa,
b. menyepakati hast] pencermatan ulang dokumen RPIM

Desa: dan
6h, membentuk tim venfikesi stevia dengan jena Kkegimtan

dan keahlian yang dibutuhkan.

(2) Tim verifikasi schagaimana dimakaud pada ayat (1) hurl
c, dapat berasal dan wergn masyarakat Desa dan/atan
Perangkat Daerah terkait.

(3) Hasi kesepakatan sebageimana dimaksud pada ayat {1},

dituangkan dalam Berita Acara.

(4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat {2},

menjadi pedomann Kepsla Desa dalam menyusun RKP
Desa.

Bagian Eecmpat
Pencenmatan Pagu lndikeaot Desa dar

Penyelaragan Program/Kepatan Masuk ke Desa
Pasal 38

{1} Kepala Desa mendapatken data dan informasi dari Daerah

tentang :

a. pagu indikahf Desa; dan
b. rencana prograni/kegiaian Femerintah, Pemerintah

Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang masuk
ke Desa.

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} ditenima Kepela Desa darn Dacrah paling lambat bulan
Juli setlap tahun berjalan.
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Pasal 49

(1) Tim penyuisun RKP Desa melakukan pencermatan pagu

indikati! Desa sebagairnana dimaksud dalam Pasal 38,

yan) melputi :

a. rencana Dana Desa yang bersusober dari APBN;
bh. rencana Alokasi Dana Desa {ADD} perimbangan yang

diterima Daerah,
c. rencana begian dan hasil Pajak Daerah dan Retribust

Daerah: dan

d. rencana bantuan kevangan dari APED Provinsi

dan/aten APBD Daerah.

{2} Tm penyusun REP Desa melakuken penyelarasan
rncana progam (/ kegiaten yang masuk ke Desa

sebageimena dimaksud pada ayat (1), yang meliput :

a. Rencana Kerja Pemerintah Datrah (FRPD);
b. Reneama program dan kegatan Pemeriniah,

Pemerintah Deerah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
c. Hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh Dewan

Perwelalan Rakyat Daerah.

(3} Hasil peneermatan sehageimana dimaksid pade ayat (1),

dituangken ke dalam format pagu indikett Desa.

{4} Hasil penytlarasan sebagaimana dimaksud pada ayat {2}

[-3)

(1)

dituangkan kKedalam format kegiatan pembanguinan yang
masukke Desa.
Berdasarkan hesil pencermeatan sehagaimana dimaksud

mada ayat (3) dan haail penyelarasan sebagauonena

dimaksud pada ayat [4], tim penyusun RKP Desa

menyusun rencand pembangunan herskala lokal Desa

yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.7

Pasal 40

Gupati menerbitkan suret pemberitahuan kepada Kepala
Desa dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian
informasi pagu indikstif Desa sebagsimans dimakeud

dalam Pasa) 28 ayat
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(2)

iI

(1)

EEI

Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada
Pemerintah Desa dalam percepaten ptlaitsanaan

perencanaan pembanguran sebagai dempak
keterlembatan penyampaian infertnasi sebageimarna

dimaksud pads ayat (1).

Percepatan perénicanaan pembangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat [(2} untuk memastiken APE Desa

ditetapken pada 31 Desember tahun berjalan.

Bagian Kelime
Pencermatan Ulang KPJM Desa

Paral 41

Tim peoyusunan FKP Desa mencenmati skala priortas
usulan rencana kegiatan Pembeanglunat Desa untuk 1

jsatu} tahun angparan benkutnya sebagaimana
tercantum dalam dokumen RPJM Desa.

Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud peda ayat

(1), menjadi desar bagi Tim penyusun RKP Desa dalam

THENYUeLn Tancangan REP Desa.

Bagian Keenam

Penyusunan Rancengan RKP Desa

Pasal 42

Fenyusunan rancangan REP Desa berpedeman pada :

a,

by.

ct.

di.

has] kesepakatean Musdes;

pagu indikatif Desa;
pendapatan aali Desa,
rencana kegiatan FPemerintah, Pemenntah Dacrai
Provinsi, dan Pemerintah Daerah;

&. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan cleh Dewar
Pervakilan Rakyat Daerah;
hasil pencermeatan ulang dokumen RPJM Desa;f

. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
. hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

&
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Pasal 43

(lj Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan

(2}

(i)

fz]

red)

{4h

Pelaksana Kegiatan Desa bherdasarkan bidang togas

nagsing-masing dan ditetapkan dalam REP Desa.

Peleksana kegiatan scbagaimana dimaksud pada ayet

(1) sekurang-kurangnys meéliputi:

fA. ketwa;
b. sekretaris.
¢. bendahara; dan

d. angpota priakeana.

Pasal 44

Rancengan REP Desa paling sedikit beriai uraian :

a, evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya,

h, proritas program, kepistan, dan anggzaran Desa

yang dikelola olch Desa;
¢, prioritas propram, kegiatan, dan anggaran Desa

yang dikelola melaha kerja sama antar-Desa dan

pihak Ketiga;
d. rencane program, kegiatan, dan anpearan Dess yang

dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasst
dan Peménntah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan

Pemenntah Dacrah; dan

pelaksana kegiatan Desa yang techri atas unsur

perangkat Desa dan/atau unaur masyarakat Desa.

Pemerintah Desa dapat merncanskan pengadaan tenaga
abh & bidang pembangitan infrasiruktur untuk
dimasukkan ke dalam rancangan REP Desa ecbagaumana
dimaksud pada ayat [1].

Tenaga ehli dibidang pembangunan infrastruktur

sebageimana dimaksud pada ayat (2), dapat berssal dari

Watga masyarakat Desa, perangkat daerah yang
membidangi pembangunan infrastruktur dan/atau tenaga

pendamping profesional.

Rancangan RKP Desa achayaitnana dimekaud peda avyat

(1), dituanrkan dalam format rancangan REP Desa.



(1)

(2]

(3

(4)

CL)

EEF

3}

(4)

(1)

Pasal 45

Rancangan REP Desa scbagaimana dimaksud dalam Pasali

44, dilampiri rencana kegiatan dan Kencane Anggeran

Biaya.
Rencana kegietan dan Rencane Anggaran Biaya

s¢bagcimana dimaksud pada ayat (1), untuk kernasama

antar Desa disusun dan disepakati berseama para

Kepala Desa yangmelakukan kerjasama antar Desa.

Rencana kegiatin dan Hencana Anggaran Siaya
sebagaimana dimaksud pada ayat {Ij} untuk kegictar
infrastruktr Desa dilengkapi dengan Desaign sederhana

yong sesual dengan specfikasi teks
Renceng kegiatan don encana Anggarean HBiaya

sebagaimana dimaksud pada ayet (1), diverifikasi oleh Tim

Verifikast.

Pasal 46

Pemenntah Desa dapat mengusulkan prioritas

Program dat Kegialan pembengunan Desa dan

pembanpunan kawesar perdesaan kepada

Pemerintah, Pemenntah Daerah Provinsi, dan/atau
Pemernintah Dacrah.
Tim penyusin REF Dees menyusun usulan prioritas

program dao keeiatan scbagelimana dimaksud pada ayal

REY.

Usulan pricritas program dan kegiaten scbageimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangen
daftar usulanRKP Desa.

Rancanpan daftar usulan REP [Gess sebagaumana
dittaksud pada ayat {3}, menjadi lampiran benta acara

laporan tim penyusun rancangan RKP Deas.

Pasal 47

Tim penyusun RAP Desa membuat Berita Acara tentang
hasil penyusiunan rancangan REP Desa yang dilampin
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(2)

[2]

(1)

(ei

{3}

(1)

(2)

(3)

dokumen rancangan REP Desa dan rancangan daftar
ustilan RKP Dead,

Berita Acara sebagaimara dimaksud pada ayat (1},

disamipaikan oleh Tim penyusun RKP Desa kepada Kepala
Chcea.

Sistimatka dokumen rancangan REF Desa sebagaimana
dimaksud ayat (1) sebagaimans tercantum pada lampiran
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan
bupati ini ;

Pasal 4&

Kepale Desa imemenksa dokumen rancangan RKP
Desa scbageimana dimaksud dalam Pasaj 47.

Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RKP Desa
untuk mclakukan perbaikan dekumen rancangan RKP
Desa schagaimana dimaksud paca ayat {1}.

Dalam hal Kepala Desa telah Titnyctujul
Tancangen RKP Oesa sebagsimana dimaksud pada ayat
{1}, Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa.

t

Ragian Ketyjuh
Penyelenggaraan Musrenbanu Desa

Pasal 49

Kepala Gesq menyelenggerakan Musrenbang Besa yang
diadakan untuk meibwhas dan menyepaketi rancangan
REP Desa.

Musrenbang Desa scbageimana dimeksud pada ayat
(1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unesur

masyverakal.
Unsur masyarakat scbagaimana dimaksud pada ayat {2}
terdiri atas :

perwakilan kelompok teni;

perwakilan kelompok nelayan:m
t.

m
a

= 3

tokoh arat
tokeh agama

masyarakat
tokeh pendidikan
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{4}

(1)

(2)

(3)

gE. peowakilan kelompok perajin;
h. perwakilan kelompok perempuan:
i. perwakilan kelompok pemerhat dan pelindungan

anak: dan

Jj. perwakwan kelompok masyarakat troskiz.
k. Kader pembangunan manusia [KPM)
Selain masyarakat stbeagaimana dimaksud

pada ayat [3), Musrenbang Desa dapat melibatkan
unsur masyarakat lain gesuai dengan kondisi sosial

hudaya masyarakat.

Bapian Kedelapan

Penctapan dan Perubshan RKP Desa

Pasal 50

Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 48 agyat {1), memuat rencana penyelenggeraan
Pemenniaban Desa, pelaksaongan pembangunan,
pemnbingan kenasyarakatan, pemberdayaan
magyoarmkat Desa dan penangeulangan bencana, keadeaan
darurat dan mendesak Desa.

Rancangan RKP Desa scbagaimane dimeksud pada
ayat{]), berisipricritas program dan kegiaten yang didanai:
&, pagu indikatif Desa;
b. pendapatan asli Desa;
c. swadava masgyarakat Desa;
d. bantuan kevuangan dari pihak ketiga: dan
e. bantuan kevangen dari pemerintah dacrah provinsi,

den/ateau pemerintah daerah.

Prioritas, progam dan kegiatan secbagaimana
dimaksud pada aysat (2), dirumtskan berdasarkan
penilaian techadap kebutuhan masyarakat Desa yang
Mme uti

A. penittekatao kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan

Desa;
b. pemngkatan kualitas dan akecsa terhadap pelayanan

D

Lp

dazar;:
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c pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur
dan tngkungean berdagarkan kemampuan teknis dan
sumbber daya lokal yang tersedia;

d. pengtmbangan ekonomi pertenian berskela produktif;
pemanlaatan teknologi tepat puma untuk kermajuan

ekonomi:
f. pendayapunaan sumber daya alan.

pelestarian adat istiadat dan sosis!l budaya Desa:
h. peningkatan imalitan keteriiban dan ketenteraman

masyarakat Deaa berdasarkan kebutuhan masyarakat
Desa: dan

L peningkatan kapssitas masyarakat den lembapa
Eemasgyarakatan Desa.

=

Pasal 51

(1) Hasil kesepekatan Musrenbang Desa acbagaimena
dimaksud dalam Pasal 50, dituangkan dalam Berita
Acara.

{2} Kepala Desa mengerahkan Tim penyusun RKP Desa
meélakukean perbaikan dokumenrancangan REP Desa

berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbang Desa

scbagaimana dimaksud pada ayat [1].
(3) Hasil perbaikan dekumen rancangan RKP Desa

ecbagaimana dimakeud pada ayat (2) menjadi lamopiran

Rancangan Peratoran Desa tentang RKP Desa,
{4} Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa

tentang RKP Desa e¢cbagsimana dimakeud pada ayat (SI.
[5] Rancangear Peratumn Desa tentang RKP Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat {4), dibeahas dan

disepakati bersama olch Kepala Desa dan BPD untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa.

Pasal 532

(t} REP Desa dapat diubah dalam hal ;

a. terjadi petistiwa khusus, seperti bencana alam,
keriais politik, krisis ekonomi, dan/atau keruswhan
sosial yang berktpanjangan: atan
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(2)

(3}

(E)

(2)

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan
Pemerintah, Pemerintah Decrah Provinsi, dan/ateu
Pemerintah Daerah.

Dalam hel terjadi: perubahan RKP Desa dikarenakan

terjadi «=ptristrwa khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hunat a, Kepala Desa melakseanskan kegiatan
sebagat berikkitt:
4, Berkpordinis: dengan Pemerimtah Daerah yang

mempunyal kewenangan terksit dengan kejadian
khusus:

b. mengkaji ulang kematan pembangunan dalam REP
Desa yang terkena dampak terjadinya pernstiwa
khusus;

Cc. M€Nyusun rancangan kegiatan yang disertal rencana

kegiatan dan RAB; dan
cd. menyusun rancangan RKP Desa perubsahan.
Dalam hai terjadi penubahan RKP Desa dikarenakan
Penubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana
dimaksud pada arat |1) huruf 6, Kepala [Desa

melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a. mengutnpulkan dekumen perubahan mendasar

atas. kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provingi, dan/atau Femerintah Dacrah;

b. mengkaji ulang kegiatan pembanpunan dalam RKP
Desa yang terkena datnpak tegadinya perubsahan
titodasar atas kebijakan FPemeriniah, Peroenntah
Daerah Provinsi, dan/atauw Pemerintah Daerah;

c. Mmenyusun rancangan kegintam yang disertei rencana

kegiatan dan RAE; dan
qd. menyusun rancangat:RKP Desa perubahan.

Pasal 33

Kepala Desa menyelenggerakan Musrenbang Desa yang
diadakan secara khusus untuk kepentingean pembahasan
dan penyepakatan perubsahan RKP Desa sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 52,

Penyelenggaraan Musrenbang Desa schagatmana
dimaksud pada ayat {1}, disesuaikan dengan tedadinya
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peristiwa khusus dan/fatau tenadinya pernbahean
mendasar sebapaimans dimaksud dalam Pasal 52 ayat {1}.

(3) Hasil kesepakatan dalam Musrenbang Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Praturan Desa

tentang REP Desa perubahan.
{4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

ecbagai dasar dalam penyusunan perubsahan APB Desa.

BAB ¥
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal &4

(1) Pemerintah Daerah, dan FPemeriniah Desa melakukan

upaya pemberdayaan masyarakat Desa.

(2} Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud

pada ayat {1}, dilekukan meéledui pengawasan
dan pemantavan penyelenggaraan Pemeriniahen Desa

dan ttmbangunan Desa vang dilakuien secara

partisipati! oleh magyarakat Desa
(3a) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan

terhadap peéiaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa,

(4) Hasil pongawasan dan pementauan penyuslan
percncanaan Desa acbagsimana dimakaud pada ayat (2),
menyach dagar ptmbahasan musyawarah Desa dalam

Tanigka pelaksanaan ptmbangunan Desa.

Pasal 55

(1) Pemantauan perencanaan pembangunan Desa olch

masyarakat Desa dilakuken dengan cara menilsi

penyusunan RPIM Desa dan RKP Desa.

(2) Basi] pemantauan perctwenaan pembangunan Desa

sebagaimana dimaksud pace ayat (1), dituangkan dalam

format hasil pemantauan perencanaag pembangunan
Desa.
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Pasal 26

ji] Bupati melakukan pemantauan dan pengawasan

ptoibangiinen Desa dengan cara :

a. mcmantau dan mengawest jadwal perencanaan
pembanguman Desai:

b. mengtvaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan
Perencanean pembangunan Desa;

c. menerima, mempelajan dan membenkan umpsan balik

terhadar laporan realisagi pelaksanaan APR Desa;dan
d. memberiken pembimbingan teknis kepada pemenntah

Desa.

(4) Dalam heal terjadi keterlambatan perencanaan
pembangunan Desa sebagaimana dimakaud pada ayat [1]

at¢bageaa akibat ketidakmamouan dan/atay kelalaian

pemerintah Desa, Bupati meiainuiican:

a. menerbitkan surat peringatan kepada kepala Desa,
b. inembina dan mendamping) pemerintah desa dalam

hel mroempercepat perencanaan pembangunan desa

wntuk memastikan APR Desa ditetapkan 31

Descober tahun berjalan: dan
c. membina dan mendamping: pemerintah Desa dalam

hal mcmpencepat peleksanean ptmibanigunan Desa

untuk memastkan penyerapan APB Desa sesua

peraturan perundang-undangan.

Pasa! 57

Kepiatan dan Format perencanaan pembangunan Desa

tercantum dalam Lampiran sebagai basian dak terpisahkan
dari Peraturan Bupeati ini-

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

jl) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RKP Desa yang

eudah ada dan sedang beralan tetap dilakeanakan

sampai dengan berakhir masa berlakunya.
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(2) Pada sagt Peraturan Bupati ini berlaku, RPJM Desa yang
sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai

dengan tahun 2019, dan untuk selanjuinya diseauaikan

dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Feraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetatii, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati int dengan penempatannya dalam Berita

Dacrah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 28 Noveribar 2g

bp ATI AR

ae
i Ly CATUR BUGENG usanto 4La

Diundangkan di Bangkinang

)
pada tangeal 2q November 2019

SERRETARIS DAERAH
KABLUPATER KAMPAR

YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUR 2019 NOMOR 3
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